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Aceh mengalami konflik bersenjata berkepanjangan pada masa 

Gerakan Aceh Merdeka (1976–2005) yang menimbulkan 

pelanggaran hak asasi manusia dan trauma mendalam bagi 

korban. Perdamaian melalui MoU Helsinki (15 Agustus 2005) 

melahirkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh 

sebagai mekanisme keadilan transisional, yang dibentuk 

berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis peran KKR Aceh dalam pengungkapan 

kebenaran serta tantangan yang dihadapinya. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 

Data diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur dengan 

komisioner dan anggota KKR Aceh yang dipilih secara 

purposive, serta didukung oleh studi kepustakaan dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, 

dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

KKR Aceh berperan dalam pendataan dan verifikasi korban, 

penggalian kesaksian, dokumentasi dan publikasi pelanggaran 

HAM, serta penyusunan rekomendasi reparasi dan rekonsiliasi 

sebagai bentuk pengakuan moral terhadap korban. Namun, 

pelaksanaan tugas KKR Aceh menghadapi tantangan internal 

berupa keterbatasan anggaran, fasilitas, dan integrasi 

kelembagaan, serta tantangan eksternal berupa minimnya data 

valid, kendala geografis, trauma korban, dan lemahnya 

koordinasi antarlembaga. Kondisi ini menunjukkan perlunya 

penguatan dukungan kelembagaan dan komitmen negara agar 

pengungkapan kebenaran berjalan efektif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan 

keberagaman budaya, suku, dan agama. Namun, keberagaman 

ini sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik di berbagai 

wilayah. Sejarah mencatat sejumlah daerah yang mengalami 

konflik berkepanjangan akibat perbedaan pandangan mengenai 

cara menjalankan negara dan bangsa. Beberapa wilayah yang 

mengalami konflik tersebut antara lain Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Poso, Aceh, dan 

Papua, Aceh yang mengalami dua kali konflik dengan akar 

permasalahan yang berbeda. 

Konflik pertama adalah gerakan Darul Islam/Tentara 

Islam Indonesia (DI/TII) yang berlangsung dari tahun 1953 

hingga 1962, dengan tujuan mendirikan negara Islam dan 

menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh. Konflik 

kedua terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan 

pemerintah pusat, yang berlangsung dari tahun 1976 hingga 

2005, dengan tujuan memisahkan Aceh dari Indonesia dan 

mendirikan negara yang merdeka.1 Konflik ini telah 

menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar, di 

antaranya penghilangan paksa, penyiksaan, kekerasan seksual, 

pembunuhan di luar hukum, pengungsian, serta trauma sosial 

yang diwariskan lintas generasi.2 

Setelah berlangsungnya konflik berkepanjangan antara 

GAM dan pemerintah pusat, akhirnya tercapai kesepakatan 

damai melalui perundingan di Helsinki pada 15 Agustus 2005. 

                                            
1 Suadi Zainal, “Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik 

di Era Desentralisasi,” dalam MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, Vol. 21, No. 1 

(2016), hlm. 82. 
2 Komnas HAM, Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM di Aceh 

1999–2005, (Jakarta: Komnas HAM, 2010), hlm. 13–14. 
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Perundingan ini menghasilkan Nota Kesepahaman (MoU) 

Helsinki yang menjadi landasan perdamaian di Aceh.3 Dalam 

dokumen ini terdapat enam poin utama kesepakatan damai, salah 

satunya mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), yang mencakup 

pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di 

Aceh.4 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) 

merupakan lembaga independen yang bertugas mengungkap 

kebenaran, pola, dan motif pelanggaran HAM selama konflik 

bersenjata di Aceh. Lembaga ini juga memberikan rekomendasi 

untuk langkah tindak lanjut, menyarankan pemberian reparasi, 

serta memfasilitasi proses rekonsiliasi bagi para korban konflik.5 

Keberadaan KKR Aceh diperkuat dengan diterbitkannya Qanun 

Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi (KKR) Aceh.6 

Pada tingkat nasional, Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi sebenarnya telah dibentuk sejak tahun 2004 melalui 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004.7 Namun, undang-

undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui 

putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 karena dianggap 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak 

memungkinkan tercapainya tujuan rekonsiliasi yang diharapkan. 

                                            
3 Amnesty International. Saatnya Menghadapi Masa Lalu: Keadilan 

Atas Kejahatan Masa Lalu di Provinsi Aceh Indonesia. Britania Raya: 

Amnesty International, 2013, hlm. 21. Diakses 1 Januari 2020. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA210012013INDONESI

AN.PDF. 
4 Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Nota 

Kesepahaman. 2005, hlm. 1–10. Diakses 27 November 2019. 

https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=152 
5 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Tugas dan Fungsi. n.d. 

Diakses dari https://kkr.acehprov.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi. 
6 Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi Aceh. 
7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran 

dan Rekonsiliasi. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA210012013INDONESIAN.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA210012013INDONESIAN.PDF
https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=152
https://kkr.acehprov.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi
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Pembatalan ini mengakibatkan tidak adanya KKR nasional, 

tetapi Aceh tetap membentuk KKR sendiri berdasarkan amanat 

MoU Helsinki.8 

KKR Aceh mulai beroperasi setelah pelantikannya pada 

24 Oktober 2016. Tugas dan wewenangnya didasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh serta peraturan pelaksananya, yaitu Qanun Aceh Nomor 17 

Tahun 2013. Keberadaan KKR di Aceh saat ini merupakan 

kebutuhan penting bagi para korban konflik dalam rangka 

pengungkapan kebenaran mengenai pelanggaran Hak Asasi 

Manusia (HAM).9 Saat ini, KKR Aceh tengah berupaya 

mengungkap kebenaran dengan mendengarkan kesaksian dari 

korban dan saksi, yang dilakukan di 12 wilayah kabupaten/kota 

di Aceh.10 

Peran KKR Aceh memiliki tiga tujuan utama: pertama, 

memperkuat perdamaian dengan mengungkap fakta-fakta terkait 

pelanggaran HAM di masa lalu; kedua, memfasilitasi rekonsiliasi 

antara pelaku pelanggaran HAM dengan korban; dan ketiga, 

memberikan rekomendasi untuk reparasi yang menyeluruh bagi 

korban sesuai standar internasional terkait hak-hak korban. 

Meskipun memiliki mandat yang jelas, KKR Aceh 

menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya. 

Tantangan utama yang dihadapi adalah belum mandirinya 

lembaga ini akibat ketiadaan regulasi yang jelas mengenai 

                                            
8 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Deskripsi Konsepsi 

Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. n.d. 

Diakses 3 Agustus 2020. http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-

konsepsi/id/13 
9 “Tantangan KKR Aceh dan Keadilan Korban.” 2016. Diakses 4 

Desember 2019. https://aceh.tribunnews.com/2016/03/04/tantangan-kkr-

aceh-dan-keadilan-korban. 
10 “Identifikasi KKR Aceh: Korban Penghilangan Masa Konflik 192 

Orang.” AJNN (Aceh Journal National Network). 2019. Diakses 4 Desember 

2019. https://www.ajnn.net/news/identifikasi-kkr-aceh-korban-penghilangan-

masa-konflik-192-orang/index.html. 

http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi/id/13
http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi/id/13
https://aceh.tribunnews.com/2016/03/04/tantangan-kkr-aceh-dan-keadilan-korban
https://aceh.tribunnews.com/2016/03/04/tantangan-kkr-aceh-dan-keadilan-korban
https://www.ajnn.net/news/identifikasi-kkr-aceh-korban-penghilangan-masa-konflik-192-orang/index.html
https://www.ajnn.net/news/identifikasi-kkr-aceh-korban-penghilangan-masa-konflik-192-orang/index.html
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struktur organisasi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

(SOTK). Hingga saat ini, KKR Aceh masih bergantung secara 

administratif pada Badan Reintegrasi Aceh (BRA), yang 

menyebabkan kendala dalam pengelolaan anggaran operasional. 

Namun, kondisi ini lebih dianggap sebagai tantangan daripada 

hambatan, mengingat KKR Aceh tetap dapat menjalankan 

tugasnya meskipun dalam keterbatasan.11 

Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti ingin 

mengkaji lebih dalam mengenai peran dan tantangan Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam mengungkap 

kebenaran bagi korban konflik di Aceh. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah hal yang sangat penting karena 

fokus penelitian dapat membantu peneliti dalam Batasan 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus 

penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang 

akan diperoleh dari lapangan. Dengan demikian fokus penelitian 

menjadi pedoman untuk memperluas ruang lingkup penelitian 

dan memastikan bahwa penelitian tersebut dapat memberikan 

hasil yang relevan dan bermanfaat. 

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai peran 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sebagai 

lembaga pengungkap kebenaran bagi korban konflik bersenjata 

di Aceh, khususnya dalam konteks pelaksanaan keadilan 

transisional di daerah pascakonflik. Penelitian ini menelusuri 

bagaimana KKR Aceh melakukan proses pendataan korban, 

pengambilan kesaksian, verifikasi data, dokumentasi 

pelanggaran HAM, hingga menyusun rekomendasi pemulihan 

hak-hak korban dan upaya rekonsiliasi sosial. 

                                            
11 Wawancara dengan ibu Oni Imelva, wakil dari KKR Aceh pada 

tanggal 20 Februari 2025 
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Selain itu, fokus penelitian ini juga mencakup analisis 

terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh KKR Aceh 

dalam melaksanakan mandatnya, seperti keterbatasan anggaran, 

minimnya validasi data korban, serta kendala kelembagaan dan 

dukungan politik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran menyeluruh mengenai peran strategis sekaligus 

hambatan yang mengiringi kerja KKR Aceh dalam upaya 

pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari rumusan di atas, yang menjadi tujuan dan manfaat 

penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. Apa peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam 

mengungkap kebenaran bagi korban konflik di Aceh? 

2. Apa saja tantangan-tantangan yang di hadapi oleh Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam mengungkap 

kebenaran bagi korban konflik di Aceh? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan di atas, yang menjadi tujuan penelitiannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

(KKR) dalam mengungkap kebenaran bagi korban konflik di 

Aceh. 

2. Untuk mengetahui tantangan-tantangan yang di hadapi 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam 

mengungkap kebenaran bagi korban konflik. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, Penelitian ini memberikan kesempatan untuk 

memahami lebih dalam tentang cara kerja KKR, tantangan 

yang dihadapi, dan dampaknya bagi korban konflik. 

2. Bagi praktisi, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 

langsung bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan 

yang lebih mendukung pelaksanaan KKR, bagi KKR sendiri 

sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas kerja mereka, 

serta bagi korban konflik sebagai upaya memperkuat suara 

mereka dalam mencari keadilan dan pemulihan. 

3. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

referensi ilmiah tentang penyelesaian konflik dan 

rekonsiliasi, memberikan kontribusi untuk berbagai bidang 

ilmu, dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, baik di 

Aceh maupun di tempat lain yang mengalami konflik serupa. 

 

 


